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ABSTRAK

Mobilitas merupakan salah satu indikator transportasi vang umum digunakan disamping indikator trafic dan
aksesibilitas. Sudah menjadi kevakinan umum bahwa peningkatan mobilitas transportasi berperan besar pada
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika demikian, seperti apa pola hubungan mobilitas dan ekonomi di
Provinsi Jawa Barat?, bagaimana pula polanva untuk wilayah kabupaten dan kota ? apakah ada perbedaan

pengaruhnya dikedua wilavah tersebuit?

Melalui analisis komparatif dan korelasi terhadap indikator mobilitas dan ekonomi di Jawa Barat untuk periode
1999 2004 menunjukkan : bahwa pertumbuhan jaringan jalan hanva 2% saja tiap tahunnva, tidak sebanding
dengan kenaikan jumlah kendaraan vang mencapai  26% pertahun. Sementara ity Jumlah kendaraan/10(4)
£ ¥ JAng i 2
penduduk meningkat 66 %, jumlah kendaraan/rumah tangga meningkat 59 %, dan jumlah kendaraan/Km
panjang jalan naik 66%, vang artinva jalanan makin padat oleh kendaraan. Tingkat mobilitas di perkotaan jauh
lebih tinggi dibandingkan di kabupaten, sementara itu baik di wilayah kabupaten maupun kota menunjukan
penambahan jalan cenderung akan menurunkan PAD dan belanja daerah (korelasi negatif), sedangkan

penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan PAD dan belanja daerah.

Kata Kunci : Indikator, Transportasi, Ekonomi

I PENDAHULUAN Secara diagramatis hubungan antara

Pembangunan transportasi di negara berkem- kebijakan transportasi dengan ekonomi dapat
digambarkan pada Diagram 1 (FHWA, 2002).

Melalui diagram tersebut jelas menunjukan bahwa

bang seperti Indonesia menjadi beban terbesar
dalam pembangunan ekonominya. Selama ini
investasi pemerintah diprioritaskan pada pening- dampak pada ekonomi dari kebijakan transportasi
katan jaringan jalan dan pembangunan jalan baru,

peningkatan kapasitas pelabuhan dan pemba-

bisa berlaku langsung dan tidak langsung. Dampak

langsung antara lain melalui besaran nilai investasi

ngunan bandara untuk lalu lintas internasional dan : y g

langsung disektor transportasi sebagaimana

domestik, dsb. Pemerintah baik ditingkat pusat

i .g p digambarkan dalam penerimaan PDB (GDP) sub

maupun daerah sebagai pengambil kebijakan . .

- sektor transportasi. Dampak tidak langsung pada
transportasi, dituntut untuk dapat menentukan

. . \ ekonomi adalah melalui mekanisme perubahan
kebijakan transportasi yang tepat sasaran, sesuai

dengan skala prioritas kebutuhan dan konsisten aksesibliites; yang justumemberikan:dampak lebi

dengan pembangunan ekonomi yang dijalankan- besar pada ekonomi melalui efek multiplier pada

nya. Persoalannya adalah pertimbangan apa saja
yang diperlukan untuk memutuskan kebijakan
transportasi yang tepat sesuai dengan tuntutan
kebutuhan tadi ?.

sektor lain. Sebagaimana pernyataan Cobb,
Halstead and Rowe, 1998 (TDM Encyclopedia,
2005):
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“Economic Development refers to progress
toward a community's economic goals, including
increases in economic productivity, employment,
business activity and investment. Economic
development reflects qualitative factors such as
human health, environmental quality and equity, and
so can differ from economic growth, which reflects
only the quantity of material wealth. Economic
development indicators attempt to take into account
gualitative and non-market values”

Diagram 1
Hubungan Kebijakan Transportasi dan Ekonomi
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Sumber : TOM Encyclopedia, Automabile Dependency, December 2005

Diagram 2
Cycle of Automobile Dependency
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Tulisan berikut merupakan suatu analisis "desk
study "atas data sekunder indikator transportasi dan
pesaran indikator ekonomi di Jawa Barat, untuk
mendapatkan gambaran apakah arah kebijakan
transportasi provinsi Jawa Barat yang menekankan
pada peningkatan mobilitas di wilayah kota dan

kabupaten menghasilkan dampak sesuai yang

diharapkan ataukah justru sebaliknya. Indikator
transportasi yang digunakan adalah tingkat
Indikator

Ketergantungan pada Kendaraan (Automobile

mobilitas yang ditunjukan oleh

Dependency) yang didasarkan pada pemikiran
Siklus Automobile Dependency seperti pada

diagram 2 dan Tabel 1 berikut.

Tabel 1 ; Auto Dependency Indicators
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Sumber : TOM Encyclopedia, Automobile Dependency, December 2005

Il. TRANSPORTASI JALAN RAYA DAN EKO-
NOMIMAKRO POVINSI JAWA BARAT

1. EkonomiMakro Jawa Barat

Pembahasan gambaran ekonomi makro di
Provinsi Jawa Baral di sini dibatasi hanya pemba-
hasan PDRB (Produk Domeslik Regional Bruto),
besaran PAD dan Belanja Daerah saja

Gambaran ekonomi makro Jawa Barat

sebagai-mana tergambar dalam Gambar 1
menunjukan bahwa dalam kurun waktu 1999 - 2004
jumlah penduduk turun 9% dan jumlah Rumah
Tangga turun 5%. Ini terjadi karena tahun 2000
terjadi pemekaran provinsi, yaitu dipisahkannya

Provinsi Banten dari Jawa Barat.

Pada periode 1999-2004 tersebut gambaran
ekonomi Jawa Barat menunjukan PAD naik 6,01 kali
dari PAD tahun 1999 (Tabel 2), sedangkan PDRB
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Gambar 1 Gambar 2
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Catatan : fahun 1999 Provinsi Banten masth
tergabung dengan Jawa Baral
Tabel 2
Tingkat Perubahan Luas daerah, Demografi dan Ekonomi Jawa Barat 1999-2004
Luas JmlRmh, Jml PAD | Belanja PDRB konstan
Tahun Daerah Tangga | Penduduk Daerah | (+minyak & gas) | (-minyak & gas)
1999/1998 1.00 1.02 1.02 1.24 0.41 1.12 1.12
2001/1999 0.68 0.89 0.85 3.35 0.61 1.21 1.09
2002/2001 1.00 1.02 1.02 1.28 216 1.11 1.1
2003/2002 1.00 1.03 1.03 1.70 1.13 1.26 1.3
2004/2003 1.00 1.01 1.01 1.24 318 1.13 1.12
2004/1999 0.68 0.95 0.91 9.04 4.75 1.92 1.79
Rata2 0.94 0.99 0.99 1.76 1.50 117 1.15

Sumber ; Hasil analisis, 2006

harga konstan (dengan minyak dan gas)
menunjukan kenaikan 1,92, dan PDRB harga
konstan (tanpa minyak dan gas) menunjukan
kenaikan 1,79. Sementara itu Belanja Daerah juga
menunjukan kenaikan sebesar 4,75 kali dalam
periode yang sama. Jika dilihat angka pertumbuhan
nya dari tahun 2001-2004 maka pertambahan
penduduk rata-rata adalah 2% saja sedangkan
PDRB tumbuh dengan rata-rata 13 %.
menunjukan kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa
Barat dalam periode 2001/2004 tumbuh secara
posilif, bahkan jika dilihat dalam periode 1999/2004

di mana Provinsi Banten masih tergabung dengan

Ini

Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat jauh
lebih cepat tumbuh dibandingkan sebelumnya.
Peran PAD dalam mendukung Belanja Daerah juga
makin meningkat, jika pada tahun 1998 peran PAD
pada Belanja Daerah hanya 18 %, pada tahun 1999
meningkat jadi 55 %, maka pada tahun 2004 peran
PAD pada Belanja Daerah mencapai 69 %.

Pada periode 1999-2004 tersebut gambaran
ekonomi Jawa Barat menunjukan PAD naik 6,01 kali
dari PAD tahun 1999 (Tabel 2), sedangkan PDRB
harga konstan (dengan minyak dan gas)
dan PDRB harga

konstan (tanpa minyak dan gas) menunjukan

menunjukan kenaikan 1,92,

kenaikan 1.79. Sementara itu Belanja Daerah juga
menunjukan kenaikan sebesar 4,75 kali dalam
periode yang sama. Jika dilihat angka pertumbuhan
nya dari tahun 2001-2004 maka pertambahan
penduduk rata-rata adalah 2% saja sedangkan
PDRB %.

menunjukan kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa

tumbuh dengan rata-rata 13 Ini
Barat dalam periode 2001/2004 tumbuh secara
positif, bahkan jika dilihat dalam periode 1999/2004
di mana Provinsi Banten masih tergabung dengan
Jawa Baral, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat jauh
lebih cepal tumbuh dibandingkan sebelumnya.
Peran PAD dalam mendukung Belanja Daerah juga

makin meningkat, jika pada tahun 1998 peran PAD
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pada Belanja Daerah hanya 18 %, pada tahun 1999
meningkat jadi 55 %, maka pada tahun 2004 peran
PAD pada Belanja Daerah mencapai 69 %.

2. Indikator Transportasi Jalan Raya di Jawa
Barat

Transportasi yang akan dibahas di sini hanya
transportasi jalan raya, dengan mobilitas sebagai
indikatornya (Automobile Dependency Indicators)
yang ditunjukan dengan panjang jaringan jalan
(tanpa pembedaan kelas jalan, status dan
fungsinya) dan jumlah kendaraan (tidak dibedakan
antara kendaraan umum dan bukan kendaraan
umum dan juga tidak dipisahkan antara kendaraan
roda dua dengan kendaraan roda empat atau lebih).
Kendaraan tidak bermotor (non-motorized vehicle)
tidak dimasukan dalam pembahasan ini, walaupun
perannya di daerah pedesaan Jawa Barat masih

cukup besar.

Gambar 3
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 1998/1999 dan 2004/2005

Gambar 4
Mobilitas Transportasi Jalan Raya
di Provinsi Jawa Barat 1998 - 2004
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Sumber ! Hasil Analisis, 2006

Data jalan dan kendaraan di Jawa Barat
sebagaimana terlihat pada Gambar 3 menunjukan
bahwa dengan adanya pemisahan Provinsi Banten
dari Jawa Barat, otomatis panjang jaringan jalan di
Jawa Barat juga berkurang. Tahun 2001 panjang
jaringan jalan di Jawa Barat turun 1% dibandingkan
panjang jalan pada tahun 1999,namun dengan
penambahan jaringan jalan yang dibangun dari
tahun 2001 sampai 2004, dengan pertambahan
rata-rata 1% per tahun, maka panjang jaringan jalan
pada tahun 2004 bertambah 4 % jika dibandingkan
dengan tahun 1999.

Berdasarkan Gambar 4 indikator mobilitas di
Jawa Barat, menunjukan walaupun luas daerah
berkurang 32% yaitu dengan dipisahkannya
Provinsi Banten dari Jawa Barat, angka kerapatan
jaringan jalan (panjang jalan/luas daerah)
menunjukan kenaikan sebesar 37 %. Ini
menunjukan bahwa jumlah panjang jaringan jalan
tidak banyak berubah, karena selama ini jaringan
jalan lebih banyak berada di wilayah Jawa Barat
sekarang di bandingkan di wilayah yang sekarang
menjadi Provinsi Banten. Selanjutnya pertumbuhan
jaringan jalan dari tahun 2001-2004 hanya 2% saja
tiap tahunnya, tidak sebanding dengan kenaikan
jumlah kendaraan yang mencapai 26% pertahun.
Pertambahan jumlah kendaraan/1000 penduduk
menunjukan angka yang sama dengan jumlah

kendaraan/rumah tangga yaitu 26 %, demikian pula
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angka kepadatan jaringan jalan yang ditunjukan
dengan jumlah kendaraan/Km panjang jalan
menunjukan pertumbuhan 26% pertahun. Jika kita
bandingkan indikator jumlah kendaraan/1000
penduduk antara tahun 2004 dengan 1989, terjadi
lonjakan yang tajam yaitu meningkat 66 %
sedangkan jumlah kendaraan/rumah tangga
meningkat 59%. Demikian pula jumlah
kendaraan/Km panjang jalan naik 66%, yang artinya
jalanan makin padat oleh kendaraan, padahal
secara teoritis angka jumlah 92 kendaraan/ 1000
penduduk (data tahun 2004) masih terhitung rendah
menurut ukuran Automobile Dependency (lihat
kriteria pada Tabel 1). Lonjakan ini tidak sebanding
dengan kenaikan kerapatan jaringan jalan yang
hanya naik 37 % (2004/1999) atau rata-rata 2% saja
jikadilihat pada periode 2001-2004.

3. Hubungan Indikator Transportasi dan

Ekonomi Makro di Jawa Barat

Data BPS Jawa Barat menunjukan kontribusi
langsung sektor transportasi ke PDRB Jawa Barat
sekitar 3,04 3,60 %. Tabel 3 dan Tabel 4 menunjuk-
an kuatnya hubungan (relasi positif) antara pening-
katan jumlah kendaraan dengan peningkatan PAD
dan Belanja Daerah, sebaliknya penambahan
panjang jalan akan berkorelasi negatif terhadap
PAD, PDRB dan kontribusi sektor transportasi pada
PDRB. Ini dapat dimengerti bahwa penambahan
panjang jalan berarti membebani PAD atau
meningkatkan belanja daerah untuk peningkatan
jaringan atau pemeliharaan, sebagaimana
ditunjukan juga pada Tabel 2 di muka bahwa periode
2001-2004 penambahan jaringan jalan hanya 2%
saja tiap tahun, padahal belanja daerah meningkat
tajam sebesar 4,75 kali pada periode yang sama.

Sementara itu penambahan jumlah kendaraan juga

tidak berkorelasi signifikan dengan penambahan
jaringan jalan (R=0,26). pengaruh langsung pada
penambahan jaringan jalan hanya 0,0005039 (lihat
Tabel 4). Ini artinya kebijakan yang dilakukan
pemerintah daerah selama ini dalam penambahan
panjang jalan tidak sejalan dengan peningkatan
jumlah kendaraan, dan ini akan berakibat fatal
dijalanan, yaitu berupa peningkatan kepadatan jalan
sebagaimana ditunjukan pada Tabel 2, di mana
kepadatan kendaraan/Km panjang jalan meningkat
66% dalam periode 1999 - 2004.
Tabel 3

Korelasi Indikator Transportasi
dan Ekonomi Makro di Provinsi Jawa Barat

No l Indikator 1| 2 3 4 5 6 7
' | Panjang Jalan 1|02 | 023 010 | -0d0 | 041 | 040
2 | Jm Kendaraan 1| 099 09 | 08 | o8| 08
3 | pap 1] ogt| 1o0| 10| 100
4 | Belanja Daerah 1| o8| o8| oss
5 | PDRE konstan

{*minyak & gas) 1 100 1.00
6 FORE konstan

[-minyak & gas) 1 1.00
7 Kontribis

fransporiasi 1

Sumber | Hasil Analisis, 2006

Tabel 4
Pengaruh (Slope) Indikator Transportasi
dan Ekonomi Makro di Provinsi Jawa Barat

No Panjang Jumlah

Indikator Jalan Kendaraan
1| Panjang Jalan 100 | 0.0005039
- Jumiah Kendaraan 131,58 1,00
3| pap (170.392 86) 1.396,50
4 | BelanjaDaerah 164 783,88 1.579.70
5 PDRB konstan

(+minyak & gas) (25.826.83) 103,75
fi PDRB konstan

{-minyak & gas) (22.768,18) 88,76
7 Kontribusi

transportasi (699.82) 3.70

Sumber : Hasil Analisis. 2006
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. TRANSPORTASI JALAN RAYA DAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA BARAT

1. Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di

Provinsi Jawa Barat

Lalu bagaimana hubungan antara indikator
mobilitas dengan keuangan daerah? Indikator
keuangan daerah yang digunakan di sini dibatasi
pada besaran Penerimaan Asli Daerah (PAD),
pengeluaran belanja daerah dan besaran
pengeluaran sektor transportasi dalam belanja
daerah. Dari segi wilayah, dalam pembahasan di sini
juga dipisahkan antara wilayah kabupaten dan kota,
dengan hipotesis bahwa ada perbedaan pengaruh
perubahan Kinerja transportasi ini antara daerah
kabupaten dan kota, karena keduanya mempunyai

karakteristik yang berbeda.

Kontribusi PAD pada belanja daerah pada
tahun 1999 menunjukan untuk wilayah kabupaten
rata-rata berkontribusi 13%, sedangkan untuk
wilayah kota rata-rata berkontribusi 8% saja. Kondisi
ini berubah pada tahun 2004, yaitu di wilayah
kabupaten kontribusi PAD 9% dan di wilayah kota
meningkat menjadi 15%. Kontribusi PAD di wilayah
kota cenderung lebih cepat peningkatan perannya
pada belanja daerah dibandingkan dengan didaerah
kabupaten. Dalam periode yang sama (1998 2004),
PAD di wilayah kabupaten meningkat rata-rata 3,26
kali dan belanja daerahnya meningkat rata-rata 4,05
kali. Sementara untuk wilayah kota PAD naik rata-
rata 15,33 kali dan belanja daerahnya naik rata-rata
7.21 kali.

2. Indikator Transportasi Jalan Raya tiap
Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

Indikator yang digunakan adalah panjang jalan
dan jumlah kendaraan ditiap kabupaten/ kota di
Provinsi Jawa Barat untuk tahun 1999 dan 2004.
Beberapa kabupaten mengalami penurunan luas
wilayah, panjang jalan dan jumlah kendaraan
karena tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah, yaitu
dengan diresmikannya beberapa kota baru yang
terpisah dari kabupaten induknya. Kota-kota baru
tersebut adalah Depok, Cimahi, Tasiimalaya, dan
Banijar. Indikator Mobilitas menunjukan bahwa pada
tahun 1999 di wilayah kabupaten: panjang jalan/
luas daerah rata-rata hanya 0.48 Km/ Km2,
sementara di wilayah perkotaan sudah mencapai
3,54 Km/Km2. Pada saat yang sama jumlah
kendaraan/ 1000 penduduk di wilayah kabupaten
hanya 39,74, sedangkan di wilayah perkotaan
sudah mencapai 120,01 kendaraan/ 1000
penduduk. Kepadatan jalan di wilayah kabupaten
rata-rata 70,84 Kkendaraan/Km panjang jalan,
sementara di kota sudah mencapai 309,84
kendaraan/Km panjang jalan. Artinya tingkat
mobilitas di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan
di kabupaten.

Untuk tahun 2004 panjang jalan/ luas daerah di
wilayah kabupaten naik jadi 0,67 Km/Km2, jumiah
kendaraan/1000 penduduk juga naik menjadi rata-
rata 68,72 kendaraan/1000 penduduk dan
kepadatan jalan juga meningkat jadi 109,95
kendaraan/Km panjang jalan. Untuk wilayah kota
angka-angka ini menunjukan 3,62 Km/Km2 untuk
panjang jalan/luas daerah, ada 1778 kendaraan/
1000 penduduk dan 357,11 kendaraan/Km panjang
jalan (Lihat Gambar 5). Dilihat dari indikator
Automobile Dependency (Jumlah kendaraan/1000
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penduduk), kota Bandung dan Cirebon yang sudah
ada pada tingkat medium, kota Bekasi juga sudah
mendekati angka medium. Kota-kota lain dan
semua kabupaten di Jawa Barat masih pada tingkat
Low (rendah). Namun demikian secara
keseluruhan indikator Automobile Dependency di
wilayah kota lebih dari 2,5 kali dari pada wilayah
kabupaten, dan jumlah kendaraan/Km panjang jalan
di wilayah kota juga lebih dari 3,2 kali wilayah

kabupaten.

Gambar 5
Perbandingan indikator mobilitas antara kabupaten
dan kota di Jawa Barat th 1999 dan 2004
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Sumber : Hasil Analisis, 2006

Kalau kita perbandingkankedua tabel ini, maka
untuk periode 1999-2004 di wilayah kabupaten
kerapatan jalan (panjang jalan/luas daerah) naik
rata-rata 40% dan jumlah kendaraan/1000
penduduk naik rata-rata 73%, sehingga kepadatan
jalan juga naik 55%, sementara di wilayah kota

kerapatan jalan hanya naik rata-rata 2% saja,

sedangkan jumlah kendaraan/1000 penduduknya
naik rata-rata 48%, dan ini mengakibatkan
kepadatan jalan juga naik rata-rata 15%. Dapat
dikatakan bahwa pertambahan panjang jalan di
wilayah kota tidak sebanding dengan penambahan
jumlah kendaraan, sementara di wilayah kabupaten
masih cukup berimbang, walaupun percepatan
pertambahan kendaraan masih lebih tinggi juga

dibandingkan dengan pertambahan panjang jalan.

Jika kita perbandingkan lebih lanjut indikator
Jumlah Kendaraan/1000 penduduk menunjukan
pada tahun 1998 hanya ada 2 kabupaten yang rata-
ratanya di atas rata-rata provinsi, sementara untuk
kota hanya ada 2 kota dari 4 kota yang rata-ratanya
di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini tidak banyak
berubah pada tahun 2004, yaitu hanya 3 kabupaten
yang rata-rata jumlah kendaraan/1000 penduduk-
nya di atas angka rata-rata provinsi, sementara
untuk kota naik tajam, yaitu ada 7 kota dari 9 kota
yang di atas rata-rata provinsi. Untuk indikator
Jumlah kendaraan/Km panjang jalan juga tidak
banyak beda, yaitu pada tahun 1999 untuk wilayah
kabupaten hanya ada 3 kabupaten yang di atas rata-
rata provinsi, sementara untuk kota hanya ada 2
kota dari 4 kota yang rata-ratanya di atas rata-rata
provinsi. Pada tahun 2004 indikator Jumlah
kendaraan/Km panjang jalan menunjukan hanya 4
kabupaten yang rata-ratanya di atas rata-rata
provinsi, sedangkan untuk kota ada 6 kota yang di

atas angka rata-rata provinsi.

3. Hubungan Indikator Transportasi dan
Keuangan Daerah di Jawa Barat

Tabel 5 memperlihatkan bahwa dari sampling
wilayah kabupaten dan kota, menunjukan bahwa di
wilayah kabupaten rata-rata belanja daerah untuk

sektor transportasi mencapi 10%, sedangkan di
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wilayah kota rata-rata 5% saja dari belanja daerah
yang dikeluarkan untuk sektor transportasi. Untuk
provinsi belanja sektor transportasi ini mencapai
13%. Angka-angka ini menunjukan bahwa untuk
wilayah kota pengeluaran untuk sektor transportasi
tidak sebesar di kabupaten, mungkin ini terjadi
karena tingkat mobilitas di kota sudah lebih tinggi,
tidak perlu biaya besar lagi kecuali untuk menjaga
kinerjanya. Peningkatan jumlah kabupaten yang
indikator Jumlah Kendaraan/1000 penduduk dan
indikator Jumlah kendaraan/Km panjang jalan di
atas rata-rata provinsi sungguh ironis karena
Belanja Daerah di kabupaten rata-rata naik 4,05 kali
pada periode 1999-2004 tersebut dan PAD nya naik
rata-rata 3,26 kali. Sementara untuk wilayah Kota,
Belanja Daerah naik rata-rata 7,21 kali dan PAD naik
rata-rata 15,33 kali pada periode 1999/2004.
Tabel 5
Sampling Kontribusi Pengeluaran Sektor Transportasi

Jalan Raya terhadap Belanja Daerah Kabupaten
dan Perkotaan di Jawa Barat Th.2004

Kabupaten/ P aran (ribu rp) Sektor Transportasl/
No Kota Belanja Daerah | Sekitor Transportast | Belanja Dasrah
1 | Subabumi 391,358,592.00 45433,533.00 12%
2 | Purwakarta 28,964,251 00 25,523.976.00 B%
Kabupaten 10%
3 | Bogar 343,087.824.00 16.267,152.00 5%
4 | Cirgbon 234 678,221.00 6,894, 765.00 %
5 | Cimahl 203,758,171.00 14.408,290.00 7%
Kota F3 )
Provins 3.132.781.224.90 400.041.092.96 13%

Sumber ! BPS Jawa Baral 2004/2005

Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukan korelasi antara
indikator mobilitas transportasi jalan dengan
keuangan daerah (PAD dan Belanja Daerah). Tahun
1999 untuk wilayah kabupaten, korelasi kuat hanya
ditunjukan oleh hubungan antara panjang jalan
dengan belanja daerah (R=0,92), sementara
hubungan indikator lainnya tidak signifikan, misal
antara jumlah kendaraan dengan PAD R=0,03.
Untuk wilayah kota sebaliknya, semua indikator

berkorelasi positif kuat. Tahun 2004 Kkorelasi

indikator mobilitas dengan keuangan daerah baik
untuk wilayah kota maupun kabupaten makin kuat,
bahkan peningkatan angka korelasi di wilayah
kabupaten meningkat tajam. Kedua data ini
menunjukan bahwa balk PAD maupun belanja
daerah cenderung meningkat sejalan dengan

peningkatan mobilitas transportasi.

Jika kita uji lebih jauh dengan Tabel 8, yaitu korelasi
antar indikator transportasi dengan keuangan
daerah dari besarnya perubahan antara tahun 2004
dan 1999, menunjukan bahwa di wilayah kabupaten
penambahan jalan akan menurunkan PAD dan
belanja daerah (korelasi negatif), sedangkan
penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan
PAD dan belanja daerah. Di wilayah kota untuk
penambahan jalan juga menunjukan gejala yang
sama, yaitu walaupun berkorelasi positif dengan
keuangan daerah tapi tidak signifikan, dan
penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan
belanja daerah dan PAD. Jadi baik untuk wilayah
kabupaten maupun wilayah kota masih relevankah
kebijakan penambahan panjang jalan, karena akan
berdampak pada peningkatan.
Tabel 6

Korelasi Indikator Transportasi dan Keuangan Daerah
Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Th.1999

No | Wilayah

Kabupaten | 1 2 3 4
1 | Panjang

Jalan 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.92
2 | Jumiah

Kendaraan 1.00 | 0.03 | 0.39
3 | PAD 1.00 | 0.40
4 | Belanja

Daerah 1.00
No | Wilayah

Kota 1 2 3 4

1 | Panjang

Jalan 1.00 | 086 | 0.73 | 0.93
2 | Jumlah

Kendaraan 1.00 [ 0.97 | 0.95
3 | PAD 1.00 | 0.90
4 | Belanja

Daerah 1.00
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Tabel 7
Korelasi Indikator Transportasi dan Keuangan Daerah
Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Th.2004

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat

NG K:.t':[:ag:l};n 1 2 3 4 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1 | Panjang
; jam?h 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.67 1. Untuk provinsi Jawa Barat pada periode
umia
Kendaraan 1.00 | 0.86 | 0.81 tahun 1999-2004
3 | PAD 1.00 | 0.76
4 | Belanja *  Pertumbuhan jaringan jalan hanya 2% saja tiap
Daerah 1.00 ) ) )
tahunnya, tidak sebanding dengan kenaikan
No | Wilayah jumlah kendaraan yang mencapai 26%
Kota 1 2 3 4
1| Panjang pertahun.
Jalan 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.82
2 | Jumiah *  Jumlah kendaraan/1000 penduduk meningkat
Kendaraan 1.00 | 0.96 | 0.96 o i
3 PAD 100 09? 66 !’Iu. ]Ul’n|ah kendaraan."rumah {angga
4 | Belanja meningkat 59 %, dan jumiah kendaraan/Km
Daerah 1.00 ) . . . .
panjang jalan naik 66%, yang artinya jalanan
makin padat oleh kendaraan.
Tabel 8
Korelasi Perubahan Indikator Transportasi dan
Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten dan Kota *  Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat jauh lebih

di-Jawa Barat Th.1309-2004 cepat tumbuh dibandingkan ketika masih

No | Wilayah tergabung dengan Provinsi Banten.
Kabupaten | 1 2 3 4
1 | Panjang & ]
Jafan 1.00 | 0.15 | 013 | (0.02) Peningkatan jumlah kendaraan berkorelasi
2 | Jumlah positif dengan peningkatan PAD dan Belanja
Kendaraan 1.00 | 0.61 0.61 D h balik bah .
3 | PAD 100 | 072 aerah, sebaliknya penambahan panjang
4 | Belanja jalan berkorelasi negatif terhadap PAD, PDRB
Dagrdh L dan kontribusi sektor transportasi pada PDRB.
No | Wilayah
Kola 112 13 | 4 2. Untuk Wilayah Kabupaten dan Kota di
1 | Panjang
Jalan 1.00 | (0.19) | 0.09. | 0.21 Provinsi Jawa Barat pada periode tahun
2 | Jumlah
Kendaraan 1.00 | 051 | 051 1993-2004
3 | PAD 100 | 095
4 | Belanja " Kontribusi PAD di wilayah kota cenderung lebih
Daerah 1.00

cepat peningkatan perannya pada belanja
S : Hasil Analisis, 200 . . .
mabi e el daerah dibandingkan dengan didaerah

kabupaten.

Tingkat mobilitas di perkotaan jauh lebih tinggi
dibandingkan di kabupaten.
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Pertambahan panjang jalan di wilayah kota
tidak sebanding dengan penambahan jumlah
kendaraan (=jauh lebih kecil), sementara di

wilayah kabupaten masih cukup berimbang.

Pengeluaran daerah untuk sektor transportasi
di wilayah kabupaten lebih besar daripada
wilayah kota .

Baik di wilayah kabupaten maupun kota
menunjukan penambahan jalan akan
menurunkan PAD dan belanja daerah (korelasi
negatif), sedangkan penambahan kendaraan
berkorelasi positif dengan PAD dan belanja

daerah,

Beberapa kesimpulan di atas menunjukan
bahwa kebijakan peningkatan mobilitas transportasi
di Jawa Barat periode 1999-2004 memberikan
dampak positif pada peningkatan jumiah kendaraan
tapi tidak diimbangi dengan pertambahan panjang
jalanyang seimbang. Kondisiini memunculkan efek
eksternalitis yang cenderung berdampak negatif,
salah satunya adalah dampak negatif pada
keuangan daerah vyaitu dengan meningkatnya
belanja sektor transportasi, khususnya pada biaya
pemeliharaan jalan, yang ditunjukan dengan
rendahnya penambahan panjang jaringan jalan,
khususnya di wilayah kota, dan ini terjadi hampir di
semua wilayah kota. Untuk wilayah kabupaten

dampak kebijakan transportasi ini masih lebih baik.

Berbagai indikator di muka menunjukan ada
sejumlah dilema yang akan dihadapi oleh
pemerintah daerah Jawa Baral jika masih
berpegang pada kebijakan transportasi seperti yang
selama inj dilakukan, khususnya dalam penyediaan
transportasi jalan raya. Ada sejumlah pertanyaan
yang perlu mendapat jawaban melalui penelitian
lebih mendalam pada indikator kinerja (performance
indikator) sebagai tindak lanjut dari kesimpulan ini,

yaitu :

*  Sejauhmana kebijakan guna lahan (land use
policy) sudah dijalankan bersama-sama
dengan kebijakan transportasi (Transportation
Policy) dalam mendukung percepatan

peningkatan ekonomi di Jawa Barat.

* Sudah benarkah arah kebijakan transportasi

jalan raya yang selama ini dijalankan?

*  Apakah ada kesalahan indikator kinerja
transportasi yang selama ini digunakan
sebagai dasar kebijakan? Sebab kesalahan
dalam penggunaan indikator kinerja akan
berakibat kesalahan pada kebijakan

transportasi yang dijalankan.

* Jika memang demikian indikator apa yang

sebaiknya digunakan ?
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